KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas izinnya Laporan
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Tahun
2016 telah selesai disusun. Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah sebagai
media komunikasi dan akuntabilitas tim reformasi birokrasi dalam
menjalankan amanatnya mengemban reformasi birokrasi di lingkungan
Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA.

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A, dalam hal ini seluruh tim
reformasi birokrasi serta seluruh pegawai selalu mendukung dan berupaya keras
dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi. Meski demikian,
masih banyak ruang-ruang perbaikan yang menjadi target reformasi birokrasi di
tahun selanjutnya.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang keseluruhan
proses dan hasil reformasi birokrasi di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A
kepada pegawai, masyarakat, Kementerian terkait serta pemangku kepentingan
lainnya.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah
memberikan kontribusi terhadap pelaksanan reformasi birokrasi. Semoga
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas
IA° Tahun 2016 ini dapat menjadi bahan evaluasi dan feedback untuk
peningkatan capaian reformasi birokrasi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA,
hal tersebut diperlukan untuk mendukung terwujudnya Pengadilan Agama
Bengkulu Kelas IA yang bersin dan akuntabel, efektif dan efisien, dan
memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Bengkulu, Maret 2017
Ketua

Drs. Johan Arifin,SH.MH
NIP 195805021987031005
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BAB |

PENDAHULUAN

Reformasi adalah perubahan, perombakan, penataan, perbaikan atau
penyempurnaan. Birokrasi adalah aparatur, lembaga/instansi, organisasi
pemerintah, pegawai pemerintah, sistem kerja, dan perangkat Kkerja.
Reformasi Birokrasi merupakan upaya sistematis, terpadu dan komprehensif
untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) yang meliputi
aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, Kketatalaksanaan,
akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik. Reformasi Birokrasi dihadapkan
pada upaya mengatasi inefisiensi, inefektivitas, tidak professional, tidak netral,
tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, rekrutmen PNS tidak transparan, belum
ada perubahan mindset, KKN yang marak di berbagai jenjang pekerjaan, abdi
masyarakat belum terbangun, pemerintahan belum akuntabel, transparan,
partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik belum berkualitas dan pelayanan
publik prima yang belum terbangun secara luas.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2015 —
2019 telah disusun strategi pembangunan melalui tiga dimensi pembangunan
yaitu dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan,
serta dimensi pemerataan dan kewilayahan. Untuk menjamin terlaksananya ketiga
dimensi tersebut tentunya juga didukung dengan kepastian dan penegakan hukum,
keamanan, dan Kketertiban, politik dan demokrasi serta tata kelola reformasi

birokrasi yang seharusnya berjalan dengan baik.
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Tujuan dari pelaksanaan reformasi birokrasi adalah Menciptakan birokrasi

pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi,

bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi,

dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Secara

umum tolak ukur dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain :

1.

2.

tidak ada korupsi

tidak ada pelanggaran/sanksi;

APBN dan APBD baik;

semua program selesai dengan baik;

semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;

komunikasi dengan publik baik;

penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;

penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan;

hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan
propengurangan kemiskinan; artinya, menciptakan lapangan pekerjaan,
mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki kesejahteraan rakyat).

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA sebagai salah satu instansi

pemerintah di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia juga berkomitmen

untuk melaksanakan dan menerapkan reformasi birokrasi di setiap unit kerja yang

ada. Semangat perubahan yang dilakukan Mahkamah Agung RI di berbagai aspek

dan bidang untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bersih dan transparan

serta mampu menegakkan supremasi hukum bagi para pencari keadilan, telah

memotivasi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A sebagai salah satu ujung
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tombak Mahkamah Agung RI di kota Bengkulu untuk semakin meningkatkan
kinerjanya dengan melaksanakan perubahan-perubahan pada peningkatan
pelayanan kepada pencari keadilan dan pengawasan disiplin kerja, peningkatan
mutu kualitas dan kuantitas kinerja setiap bidang.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk tahun 2016 ini, Pengadilan Agama
Bengkulu melanjutkan program reformasi birokrasi yang sudah dilakukan pada
tahun sebelumnya dengan fokus pada bidang-bidang berikut :

(1) Manajemen Perubahan;

(3) Penataan dan Penguatan organisasi;

(4) Penataan Tata Laksana;

(5) Penataan Sistem Manajemen SDM,;
(6) Penguatan Akuntabilitas;

(7) Penguatan Pengawasan;

(8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A
diarahkan pada tiga sasaran yang disesuaikan dengan sasaran pembangunan sub
sektor aparatur negara, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor
2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019. Ketiga sasaran reformasi
birokrasi tersebut adalah :

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel
2. Birokrasi yang efektif dan efisien

3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
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BAB I1
DASAR HUKUM

Berbagai peraturan pemerintah sebagai landasan legal dan operasional

untuk mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Agama

Bengkulu Kelas IA, antara lain sebagai berikut:

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010 - 2025.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Rl Nomor 11
Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 —2019.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi
Birokrasi Instansi Pemerintah.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 033/KMA/SK/I11/2011 tentang
Pembentukan Tim Pembaharuan Peradilan. (Tim pembaruan peradilan
bertanggung jawab untuk melaksanakan dan menyelesaikan program RB
sesuai dengan areanya.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 43/KMA/SK/I11/2013 tentang
Penunjukan Koordinator Assesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi.
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7.

Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Rl Nomor :
05/BP/SK/11/2013 tentang Pembentukan Tim Penilaian Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi.

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
012.A/SEK/SK/111/2010 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Laporan
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
23/SEK/SK/IV/2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan kepada peraturan-peraturan diatas, maka Ketua Pengadilan

Agama Bengkulu membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama

Bengkulu Kelas 1A melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu

Kelas IA Nomor : W7-A1/413/0T.01.2/02/2017 tanggal 27 Februari 2017 dengan

susunan tim sebagai berikut :

PENANGGUNG e
A JAWAB Drs. Johan Arifin.,SH.M.H. Ketua
B | PENGARAH Drs. Husniadi Wakil Ketua
C | KETUA Fatihatun Nisak, S Ag.,M.H. Sekretaris
D | WAKIL KETUA Sukardi, S.H. Panitera
Kasubbag.
F | SEKRETARIS Dra. Meli Musli Marni Perencanaan, Tl &
Pelaporan
G | BENDAHARA Desi Sulasteri, S.E. Kasubbag. Umum
& Keuangan
KELOMPOK . _
H KERJA Terdiri dari 8 Area :
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1 Area | Manajemen Perubahan
Koordinator Drs. Syamsuddin.,M.H. Hakim
Sekretaris Rosmawati, S.H. Panmud. Hukum
Anggota 1. Rochmatun, S. Ag.M.H.I Panitera Pengganti
2. Talidi, S.Ag., M.H.I. Panitera Pengganti
3. Desy Gustiana, S.H. Panitera Pengganti
4. Wawan Noviantoro, ST Jurusita Pengganti
2 Area |l Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Koordinator Drs. Kamardi, S.H.M.A. Hakim
Sekretaris Agusalim, S.H., M.H. Panmud.
Permohonan
Anggota 1. Dra. Fauza M. Hakim
2. Nora Addini, S.H. Panitera Pengganti
3. Delvi Puryanti, S.HI. Panitera Pengganti
4. Deni Ramon, SH.M.H. Staf
3 Area |11 Penataan dan Penguatan Organisasi
Koordinator H. Gusnahari.,SH.M.H. Hakim
Sekretaris Herdo Gunawan, S.H.,M.H. Wakil Panitera
Anggota 1. Drs. Riduan Ronie Coprin | Hakim
2. Saibu, S.Ag. Panitera Pengganti
3. Fitrawati, A.Md. Jurusita Pengganti
4 Area IV Penataan Tata Laksana
Koordinator Drs. Rozali.,BA.SH.M.H Hakim
Sekretaris Toni Indra, S.H. Panitera Pengganti
Anggota 1. Nurmaini, S.H. Panitera Pengganti
2. Yulia Nengsih, S.H. Panitera Pengganti
3. Fauziah.,SH. Panitera Pengganti
4. Pera Anggraini, S.E. Jurusita Pengganti
5 Area V Penataan Sistem Manajemen SDM
Koordinator Drs. Bahril.,M.HI. Hakim
Sekretaris Yuli, S.Ag., M.H. Kasubbag. Kepeg. &
Ortala
Anggota 1. Oktavina Libriyanti, S.H. Panitera Pengganti
2. Ardiansyah, SH. Jurusita Pengganti
3. Debbi Irawan, A.Md Staf
4. Juhan Staf
6 Area VI Penguatan Akuntabilitas
Koordinator Asymawi.,SH. Hakim
Sekretaris Nil Khairi, S.Ag. Panitera Pengganti
Anggota 1. Nannie Andriani, S.E. Jurusita Pengganti
2. Fitriansyah Jurusita
3. Ranti Oktarina.,ST.M.H. Panitera Pengganti
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4. Ariane Satri  Andina, | Staf
SE.,M.Ak
7 Area VIl Penguatan Pengawasan
Koordinator Drs. Musiazir Hakim
Sekretaris Sri Andriani, S.H., M.H.I. Panmud. Gugatan
Anggota 1. Sugito.S.,SH. Hakim
2. Sarmia Riagusni, S.H.,MHI. | Panitera Pengganti
2.Tuti Baheram, B.A. Panitera Pengganti
3. Happy Pian, S.H. Staf
8 Area VIII Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Koordinator

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

Hakim

Sekretaris

Rahmi Fitri, S.H.

Panitera Pengganti

Anggota

1. Drs. Sarijan M.D.M.H.

Hakim

2. Merly Dolianti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

3. Ainun Zahara

Jurusita Pengganti
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BAB Il

CAPAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Sejalan dengan Road Map Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka
Reformasi Birokrasi di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A fokus pada
delapan (8) area perubahan yakni :

1. Manajemen Perubahan

2. Penataan Peraturan Perundang Undangan

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

4. Penataan Ketatalaksanaan

5. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
6. Penguatan Akuntabilitas

7. Penguatan Pengawasan

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Adapun  beberapa capaian yang sudah diraih oleh  Pokja
Reformasi  Birokrasi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA di tahun 2016 antara
lain sebagai berikut :

1. Manajemen Perubahan
Salah satu area penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan
mindset (pola pikir) dan culture set (budaya kerja). Perubahan pola pikir dan
budaya kerja birokrasi bertujuan untuk mewujudkan peningkatan integritas
dan kinerja birokrasi yang tinggi. Sasaran yang ingin dicapai dalam hal

manajemen perubahan di tahun 2016 ini adalah :
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a) Meningkatnya integritas aparatur
b) Meningkatnya efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi

Pada tahun 2016 Pokja Manajemen Perubahan telah melaksanakan
berbagai kegiatan yang mendukung bagi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di
lingkungan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, antara lain adalah:
a) Peningkatan motivasi pegawai melalui pertemuan rutin antara

pegawai dan pimpinan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA setiap

bulan;

Gambar 1
Rapat Umum Pegawai

b) Melaksanakan sholat Ashar berjamaah serta siraman rohani;
c) Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas;
d) Perumusan dan  penetapan kebijakan ~ untuk  mendorong

peningkatan komitmen pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan
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menerbitkan SK Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Pokja-Pokja RB serta
SK lainnya yang terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
e) Pelaksanaan Rapat Pimpinan dan Pejabat Struktural secara berkala;

f) Melaksanakan Apel pagi setiap hari Senin;

2. Penataan Peraturan Perundang Undangan
Program peningkatan Kkualitas pelayanan ini  bertujuan untuk
meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang
dikeluarkan organisasi. Sasaran yang ingin dicapai melalui program kerja ini
adalah:

a) Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan;

b) Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada
publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif
bagi publik.

Adapun capaian pokja penataan peraturan perundang undangan pada tahun
2016 antara lain :

1) Melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan

perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron.

2) Menindaklanjuti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

tupoksi dengan surat keputusan Ketua sebagai bahan acuan pelaksanaan

tugas.
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3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Program Penataan dan Penguatan Organisasi bertujuan untuk
meningkatkan efiktivitas dan efisiensi kelembagaan secara professional
sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas sehingga organisasi menjadi tepat
fungsi dan tepat ukuran.

Capaian Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi pada tahun 2016
antara lain adalah :
a) Telah dilakukan penataan organisasi dan tata kerja;
b) Dilakukan penyusunan Job Description pegawai sesuai dengan

jabatan;

c) Penyusunan dan penilaian SKP pegawai;
d) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kerja secara

berkala;

4. Penataan Ketatalaksanaan
POKJA Penataan Tatalaksana telah membangun dan menata
tatalaksana (business process) dalam rangka memberikan dasar yang kuat
bagi penyusunan standard operating procedures (SOP) yang lebih sederhana,
efisien, efektif, produktif dan akuntabel. Program kerja ini bertujuan untuk
meningkatkan  efisensi dan efektivitas bisnis proses dan mekanisme
kerja/prosedur dalam sistim manajemen organisasi. Sasaran yang ingin

dicapai pada tahun 2016 adalah:

Laporan Evaluasi Reformasi Birokrasi




a) Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas,
efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan dan partisipatif, dan
berbasis e- Government

b) Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal.

Capaian Pokja Penataan Tatalaksana pada tahun 2016 antara lain :

a. Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik

(identifikasi informasi yang dapat diketahui oleh publik dan mekanisme

penyampaian).

Gambar 2
Informasi prosedur berperkara
b. Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik.
c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan

informasi publik.
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Telah disusun Standard Operating Procedures (SOP) untuk setiap unit
kerja;

Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan SOP diakhir tahun
anggaran;

Publikasi transparansi laporan Keuangan DIPA dan perkara melalui
Website Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA;

Publikasi kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui website dan LPSE;

Pembenahan arsip baik arsip perkara maupun arsip umum;

5. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM

aparatur yang didukung sistem rekruitmen dan promosi serta pengembangan

kualitas aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan. Adapun sasaran

yang ingin dicapai melalui program ini adalah Meningkatnya profesionalisme

SDM Aparatur Peradilan. Adapun capaian Pokja Penataan Sistem

Manajemen SDM Aparatur antara lain :

a)
b)

1)

2)

Promosi dan penempatan pejabat struktural berbasis kompetensi;
Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk
mendukung kinerja.

Capaian pokja sistem manajemen SDM di tahun 2016 antara lain :
Penerapan Penetapan kinerja individu.
Terdapat penilaian Kkinerja individu yang terkait dengan Kinerja

organisasi.
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3) Sistem informasi kepegawaian telah dibangun sesuai kebutuhan.

4) Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai.

5) Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan.

6) Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung

pengambilan kebijakan manajemen SDM.

6. Penguatan Akuntabilitas
Penguatan Akuntabilitas Kinerja merupakan area yang penting karena
penerapan sistem akuntabilitas yang baik dapat mendorong birokrasi
lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai
dengan segala sumber-sumber yang dipergunakannya. Sasaran yang ingin
dicapai pada tahun 2016 adalah
1) Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan
kinerja yang terintegrasi
2) Meningkatnya penerapan sistem manajemen Kinerja
3) Meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara
Adapun Capaian Pokja Penguatan Akuntabilitas tahun 2016 antara lain :
a) Keterlibatan pimpinan pada saat penyusunan Laporan Tahunan,
LKJIP, SAKIP, Renstra 2016, Renja, penyusunan program dan

rencana kegiatan anggaran;
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Gambar 3

Rapat Penyusunan Program Kerja

b) Penyelesaian Perkara Tepat Waktu;

c) Peningkatan Manajemen Administrasi Perkara sesuai Pola Bindalmin;

d) Optimalisasi Keterbukaan Informasi

e) Peningkatan Mutu dan Kapasitas Aparatur Pengadilan di Lingkungan
Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA;

f)  Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Mahkamah Agung Republik Indonesia

g) Pelaksanaan anggaran sesuai yang rencana kerja dan kegiatan

h) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara
berkala

Peningkatan akuntabilitas kinerja di Pengadilan Agama Bengkulu bisa

terlihat dari tabel berikut :
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Tabel. 1. Akuntabilitas Kinerja

1. Penyelesaian perkara sesuai
dengan asas cepat, sederhana
dan biaya ringan.

94,58% 95,6% 94,3%

2. Pelaksanaan tertib administrasi
perkara sesuai pola bindalmin. 100% 100% 100%

3. Meningkatkan mutu dan
kapasitas aparatur Pengadilan

0, 0 )
Agama Bengkulu Kelas IA. 100% 100% 100%

4. Realisasi anggaran DIPA 01
dan 04. 98,90% 93,69% | 99,86%

7. Penguatan Pengawasan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan
pemerintah yang bersih dan bebas KKN dengan ‘“Tercapainya tujuan
organisasi secara efisien dan efektif serta taat pada peraturan”. Adapun
sasaran yang ingin dicapai tahun 2016 adalah:
a) Meningkatnya kapasitas APIP
b) Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan
bebas KKN
c) Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi
Pada tahun 2016, pokja penguatan pengawasan telah melaksanakan
kegiatan sebagai berikut:

a. Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi.
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Telah dilakukan publik campaign.
Telah terdapat peraturan Pimpinan organisasi tentang SPIP.
Telah dibangun lingkungan pengendalian.

Penandatangan Pakta Integritas seluruh pegawai;

o>

Gambar 4

Pembacaan dan Penandatanganan Pakta Integritas
Pembentukan Tim pengawasan Internal yang terdiri dari para Hakim
yang mengawasi pelaksanakan tugas dan kinerja setiap unit kerja;

Tim Hawasbid melaksanakan kegiatan pengawasan sebanyak 3 kali dan
membuat laporan terhadap hasil pengawasan yang ditembuskan kepada
Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu;

Mensosialisasikan hasil pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang:
Menerbitkan surat edaran berkenaan dengan larangan pegawai menerima

tamu yang berkaitan dengan perkara dan pelaksanaan tugas kantor;
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Gambar 5

Larangan menerima tamu berperkara

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik
sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat serta sebagai ujung tombak sistem
pelayanan perijinan yang terpadu, tertib dan transparan atas perijinan yang
diterbitkan sesuai dengan harapan masyarakat.Sasaran yang ingin dicapai
pada tahun ini adalah:
a) Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan
harapan masyarakat.
b) Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik.
Beberapa capaian yang telah dilaksanakan oleh pokja peningkatan

kualitas pelayanan publik di tahun 2016 antara lain :
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1) Penerbitan SK Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA tentang

petugas meja informasi.

A INFORMASI = RECEPTIONIST

Gambar 6
Meja Informasi dan Receptionist

2) Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan.

3) Penerbitan SK Ketua pengadilan Agama tentang petugas Humas

4) Tersedianya Informasi pelayanan berbasis website yang dapat dibuka
pada jaringan lokal.

5) Pengadaan sarana pelayanan publik berupa ruang ibu menyusui.
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6)

7)

8)

9)

Gambar 7
Ruang Menyusui

Pelaksanaan survey tingkat kepuasan pencari keadilan terhadap proses
penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Bengkulu.

Terdapat media pengaduan pelayanan yang terkoneksi dengan
Mahkamah Agung.

Terdapat SOP pengaduan pelayanan.

Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan.
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BAB IV
EVALUASI

1. Hambatan / Permasalahan

Pengadilan Agama Bengkulu kelas IA sebagai salah satu pelaksana
kekuasaan kehakiman serta peradilan tingkat pertama mempunyai posisi dan
peran yang strategis di bidang kekuasaan kehakiman, tidak hanya perkara
tetapi bidang manajemen, bidang administrasi kepegawaian, sarana prasarana
serta manajemen keuangan juga merupakan tugas-tugas strategis yang
diamanatkan oleh undang-undang, guna melayani masyarakat, setidaknya
mencerminkan rasa keadilan dan kepuasan bagi pencari keadilan di pengadilan.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Pengadilan Agama Bengkulu
sudah memulainya hal itu dilaksanakan sejak hal itu digaungkan oleh pihak
eksekutif melalui undang-undang nomor : 8 tahun 1974 jo undang undang
nomor 43 tahun 1999 perubahan atas undang- undang nomor : 8 tahun 1974
serta peraturan presiden nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi, kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri PAN dan RB dengan
Peraturan MENPAN Nomor 1 Tahun 2012 Tanggal 2 Januari 2012 Tentang
Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Pengadilan
Agama Bengkulu sudah melaksanakan reformasi birokrasi sejak tahun 2015,
dimana pada tahun 2016 melanjutkan program reformasi birokrasi dengan
terfokus di 8 ((delapan) area :
1. Reformasi Birokrasi pada tatanan manajemen perubahan

2. Reformasi Birokrasi pada tatanan Peraturan Perundang-undangan
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3. Reformasi Birokrasi pada tatanan Penataan dan penguatan organisasi

4. Reformasi Birokrasi pada tatanan Penataan tata laksana

5. Reformasi Birokrasi pada tatanan Penataan sisten manajemen SDM

6. Reformasi Birokrasi pada tatanan Penguatan akuntabilitas

7. Reformasi Birokrasi pada tatanan Penguatan pengawasan

8. Reformasi Birokrasi pada tatanan Peningkatan kualitas pelayanan publik

Dalam pelaksanaannya Reformasi Birokrasi di Pengadilan Agama

Bengkulu mendapat beberapa kendala diantaranya :

1. Belum siapnya aparatur (SDM) yang ada dikarenakan SDM belum
sepenuhnya memahami tentang reformasi birokrasi .

2. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang untuk pelaksanaan
reformasi birokrasi seperti perangkat elektronik dan sarana ruangan.

3. Masih kurangnya SDM pegawai untuk mengoptimalkan sarana penunjang

khususnya untuk tenaga yang berbasis tekhnologi informasi.

2. Rencana Tindak lanjut
Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Agama
Bengkulu Kelas IA secara umum pada Tahun 2016 sudah terlaksana cukup
baik, meski tanpa acuan Road Map periode 2015 — 2019. Meskipun demikian,
setiap pokja masih perlu memprioritaskan atau memfokuskan beberapa
kegiatan dari kegiatan yang lainnya. Dari hasil monitoring dan evaluasi yang
telah dilaksanakan terdapat rekomendasi kegiatan—kegiatan yang harus

diprioritaskan oleh delapan pokja area perubahan yaitu sebagai berikut :
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1. | Manajemen Perubahan

1. Penyusunan Road Map.

2. Penunjukan Role Model dan Agent of

. Peningkatan Nilai-nilai integritas dan

Change.

SPIP

2. | Penataan Peraturan dan

Perundang-undangan

Evaluasi Disharmonisasi peraturan
perundang- undangan.
Pengelolaan  peraturan  perundang-

undangan

3. | Penataan dan Penguatan

Organisasi

. Penataan Kelembagaan

. Pembentukan  Sekretariat Reformasi

Birokrasi

4. | Penataan Tatalaksana

. Monitoring dan Evaluasi Sistem dan

. E-GOVERNMENT

Prosedur Kerja

5. | Penataan Sistem Manajemen

SDM

. Promosi dan Mutasi pegawai secara

. Peningkatan pegawai yang mengikuti

transparan dan berbasis kompetensi.

diklat baik teknis maupun non teknis.

6. | Penguatan Akuntabilitas

Kinerja

. Awareness terhadap kontrak kinerja

. Tertelusurnya/  tercerminnya  antara

Kontrak Kinerja Organisasi dan

Individu.
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Penguatan Pengawasan Meningkatkan pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan kerja baik oleh atasan

maupun oleh tim pengawas.

Peningkatan Kualitas 1. Peningkatan SDM petugas.
Pelayanan Publik 2. Peningkatan sarana dan prasarana
pendukung.

3. Pelaksanaan survey tingkat kepuasan

masyarakat untuk tahun 2017.
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